
  

  

BUPATI GORONTALO 

PROVINSI GORONTALO 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG 

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA ASING 

  

  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ISA 

BUPATI GORONTALO, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 156 

ayat :i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 26009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 15 ayat (2) 

dar Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 

Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan 

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing. perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 

Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga 

Tas Ta « Kerja Asing, 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945, 

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 

74, Taibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1822):   
     



  

  

6. 

    
    

Undanz-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 

Re»ublik Indonesia Noraor 4279), 

Undang-Undang Nomcr 28 Tahun 2209 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130. Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049), 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Ingoresia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomer 9 Tahurm 2015 tertang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahar Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahur 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara kepublik Indonesia Nomor 5679): 

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang 

Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati '" Gorontalo dari 

Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan lembaran Negara 

RepukLlik Indonesia Nomor 3147), 

Peraturan Pemerintah Nomer 27 Tahun !'983 tentang 

Pelaksanaan — Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1983 Nomor 36, Tambahan Lemberan Negara Republik 

Indonesia Nomor 5258): 

Peraturan Pemerir.teah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Inseritif Pemungutan 

Pajak Daerah Jan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Repu»lik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161), 

Peraturan Pemezsintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaza Kerja Asing 

2012      Tahun 

  

Ik Indonesia   
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' 

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5358), 

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penggunezan Tenaga Kerja Asing (Berita 

Negara Republik Indenesia Tahun 20.5 Nomor 964), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Psraturan Merteri Ketenagake jaan Nomor 16 Tahun   
2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 

(Berita Negara Republik Indoresia Tahun 2015 Nomor 

15921: 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubahuntuk kedua kalinya dengan 

  

Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 21 Tahun 2011: 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun 

2206 tantang Fokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah   (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2006 

Nomor 4 Seri E): 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 

Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 3), 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GORONTALO 

dan 

BUPATI GORONTALO 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERASTIIRAN DAERAH TENTANG RETRIEUSI PERPANJANGAN 

IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM   Pasai 1 

aa Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:  



1. Daerah adalah Kabupaten Gorortalo. 

2. Pemerin:an Daerah adalah Bupati sebagai — unsur 

penyelerggara pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

Daerah otonom. 

Bupati adalah Bupati Gorontale 

4. Dewan Perwakilan Rakya: Daerah yang selanjutnya disingkat 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai   unsur »enyelenggara Pemer-.ntahan Daerah 

5. Perianan Tertentu adalah kegiatan tertentu pemerintah 

daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi 

atau Badan yang dimaksuakan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan,   
pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, 

barang, prasarana, sarana ataufasilitas tertentu guna 

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

6. Tenaga Kerja Asing vang selaniutnya disingkat TKA adalah 

warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di 

wilayah Irdonesia. 

7. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan 

lannya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah 

atau inbalan dalam bentuk lain. 

8. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya 

disingkat IMTA, adalah izin tertulis yang diberikan oleh 

Menteri atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja TKA. 

9. Perpanjangan izin Mempekeriakan Tenaga Kerja Asing yang 

selanjutnya disingkat Perpanjangan IMTA adalah izin yang 

diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada 

pemberi kerja TKA yang mempunyai lokasi kerjanya di 

Kabupaten Gorontato. 

10.Retribusi Perpanjar:gar Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 

Asing yang selanjutnya disingkat Retribusi Perpanjangan IMTA 

adalah pungutai daerah atas pemberian perpanjangan IMTA   kepaaa pemberi kerja TKA. 

| 11. Wajib retribusi adalzh Pemberi kerja TKA.  



12.Pejabat adalah pegawai varg diberi tugas tertentu di bidang 

retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang- 

undangen yang berlaku. 

13.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan. baik yang melakukan usaha maupun 

yang tilak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) dengan nama dan Galam bentuk apa pun, kongsi,   koperasi, dana pensiun, perkumpulari, yayasan, organisasi 

massa, organisasi sosiai politik, atau organisasi lainnya, 

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dar bentuk usaha tetap. 

14.Masa Retribusi adaiah suatu jangka waktu tertentu yang 

merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk 

memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah 

Daerah. 

15.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan 

mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan 

secara objektif dan profssiona! berdasarkan suatu standar 

pemeriksaan untuk menguji kepatahan pemenuhan kewajiban 

retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka 

melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan 

retribus: daerah. 

16.Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah 

serangkaian “indakan yang dilakukan oleh penyidik untuk 

mercari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 

membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi 

serta menemukan tersangkanya. 

BAB II 

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI 

Pasal 2 

Dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA dipungut Retribusi 

sebagai pembayaran atas pemberian Perpanjangan IMTA kepada      
kerja asir.g. 
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Pasal 5 

(1) Objzk Retribusi Perpanjangan IMTA yaitu pemberian 

perpanjangan IMTA kepada Pemberi kerja TKA yang 

mempunyai TKA yang lokasi kerjanya dalam Kabupaten 

Gorontalo. 

(2 Pemberi Kerja TKA sebagaimana pada avat (1) tidak termasuk 

Instansi Pemerintah, Perwakilan negara asing, badan-badan 

Internasmnal, lernbaga sosial, lembaga keagamaan dan 

jabatari tertentu di Lembaga pendidikan.   
Pasal 4 

(3, Suvjek Retribusi Perpanjangan IMTA adalah Pemberi Kerja 

—
 

TKA yeng mendapat pelayanan perpanjangan IMTA. 

(2) Subjsk Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupaxan Wajib Retribusi. 

BAB HI 

GOLONGAN RETR!BUSI 

Pasal 5 

Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. 

BAB IV 

SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI DAN TATA CARA 

PENGHITUNGAN RETRIBUSI 

Pasal 6 

(1) Sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada 

tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya 

penyelenggaraan perpanjangan IMTA. 

(2) Bisva penyelenggaraan Perpanjangan IMTA sebagaimana 

dimaksud pada avat (1), meliputi penerbitan dokumen izin, 

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan 

dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut. 

Pasal 7 

(1) Besarnya Retribusi vang terutang dihitung berdasarkan   perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif 

retribusi. 

Nak vw.   

  
 



—
 

Tingk:.t penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar 

alokasi beban biaya yang dipikul Pemsrintah Daerah untuk 

penvelenggaraan jasa yang bersangkutan. 

Apabi:e tingkat penggunan jasa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sulit diukur maka tingkat penggunan jasa dapat 

ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah 

Daerah. 

BAB V 

BESARNYA TAR!F DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRI5USI 

   

   
    

  

    

    

    

(2) 

  

Pasal 8 

Tarif Fetribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan berdasarkan 

tingkat penggunaan TKA. 

Besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) ditetapakan sebesar US $100 (seratus) dollar 

Amerika /jabatan/bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan 

di muka. 

Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan 

dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada 

saat pembayaran retribusi oleh: Wajib Retribusi. 

Pembavaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

dibayarkan di muka secara tunai/lunas. 

Pasal 9 

Pembarvaran retribusi disetorkan melalui rekening kas 

Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk Pemerintah 

Daerah. 

Bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilamp.rkan oleh wajib retribusi pada permohonan 

Perpanjangan IMTA. 

Dalam ha! bukti setoran sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tidak dilampirkan,permohonan Perpanjangan IMTA 

ditolak. 

Pasal 10 

Ta-if retribusi sebagaimana dimaksud dalain Pasal 7 ayat (2) 

ditrjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. 

    

    
 



  
  

(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan Cergan memperhatikan indeks harga dan 

perkercbangan perekonomiam. 

(3) Ketentuan mengenai peninjauan tarif retribusi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAR VI 

WILAYAH PEMUNGUTAN 

Pasal 11 

Retribusi Perpanjangan  IMTA dipungut di Kabupaten 

Gorontalo. 

BAB VI! 

PEMANFAATAN 

Fasa! 12 

Pemanfaatan  pererimaan Retribusi Perpanjangan IMTA 

Gigunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, 

pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, 

biaya darrpak negatif dari Perpanjangan IMTA, dan kegiatan 

pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. 

BAB VJil 

PENGAWASAN 

Pasal 13 

Pengawasan pelaksanaan Perpanjangan IMVA oleh wajib 

retribusi ailakukan pegawai ketenagakerjaan sesuai dengan 

kerentuan Peraturan Perundang -undangan. 

BAB IX 

KEDALUWARSA PENAGIHAN 

Pasal 1: 

(1) Hak “untuk melakukan penagihan retribusi menjadi 

kedaluwarsa seteiah melampaui waktu S5 (tiga) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika 

wajib retribusi melakukan tirdak pidana di bidang Retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tertangguh jika: 
   

  
 



  

      
  

.G. 

Aa. Giterbitkan Surat Teguran, atau 

b. ada pengakuan utang Rerribusi dari Wajib Retribusi, baik 

langsung maunun tidak langsung. 

Dalam nal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak 

tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut. 

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2' huruf b edalah Wajib Retribusi 

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang 

Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah 

Daerah 

Pengakuar utang Retribusi secara tidak langsung 

sebagaimana dimaksud pada ayat '2) huruf b dapat 

diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau 

penundaan pembararan dan permohonan keberatan oleh 

Wajib Retribusi. 

Pasal 15 

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 

untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 

dinapuskan. 

Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang 

retribusi yang sudan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1). 

Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah 

kedal warsa diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB X 

INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal! 16 

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat 

diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. 

Pemberian insentif sebagaimana dinaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja 

daerah. 

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana 

dinaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan 
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BAB XI 

PENYIDIKAN 

Pasal 17 

(1) Peiaba: Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daesrah diberi wewenang khusus sebagai 

penyid'k untuk melakukan penyidikan tindakan pidana di 

bidang retribusi, sebagairnaana dimaksud dalam Undang- 

Undang Hukum Acara Pidana. 

(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud vada ayat (1) 

adalah: 

a. mererima, mencari, mengumpulkan dan meneliti 

keterangan atau laporan atau berkenaan dengan tindak 

pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau 

laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas, 

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan 

merigenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran 

perbuatan yang dilakiikan sehubungan dengan tindakan 

pidana retribusi daerah tersebut, 

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi 

atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 

retribusi daerah: 

d. merneriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen 

lair. berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi 

daerah: 

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan   bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen 

lan melakukan penytaan terhadap bahkan bukti 

tersebut: 

f. meminta bantuan tenaga anli dalam rangka pelaksanaan 

tugas penyidikan tindak pidana d' bidang retribusi 

daerah, 

g. menyuruh berhenti, dan/atau melarang seseorang 

meninggalkan ruangan atau tempat »ada saat 

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa 

identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa: 

a66. 
     



  
  

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak 

pidana di bidang retribusi daerah, 

i. memanggil oreng untuk didengar keterangannya dan 

dipe.iksa sebagai tersangka atau saksi, 

j-. 1nenghentikan penyidikan, dan/atau 

k. melakukan tindekan lain yang perla untuk kelancaran 

penyidikan undak pidana di bidang retribusi daerah 

sesiai dengar ketentuan peraturan  perundang- 

undangan. 

Penyidik sebagarrana — dimaksud pada ayat (1), 

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 

hasil penyidikennya kepada penuntut umum melalui 

penvidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, sesuai 

dengar Undang- Undang Hukum Acara Pidana. 

BAB XI 

SANKSI ADMINISTRASI 

Pasal 18 

Dalam hal Wajib Retribusi dan/atau TKA yang 

menyalahgunakar izin yang diberikan, Perpanjangan IMTA 

dicabut. 

Selaan pencabutan Percanjangan iMTA s:bagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Wajib Retribusi dan/atau TKA 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Perundangan-undangari. 

BA:3 XIII 

KETENTYJAN PIDANA 

Pasal 19 

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya 

sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana 

kurungan paling lama 3 ftiga) bulan atau pidana denda 

paling banyak 3 (tiga) kai: jumlah retribusi yang tidak atau 

kurang bayar. 

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan 

penerimaan Negara. 

    

  

 



SI 

BAB XII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

ayat (3), Pasal 16 ayat (3) ditetapkan paling lama 1 (satu) 

tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 21 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 

Kabupaten Gorontalo. 

Ditetapkan di Limboto 

maal 21 “7 2014 

SORONTALO, 

NELSON POMALINGO 

     

  

Diundangkan di Limboto 

pada tanggal 21 Agusta $ 201 

SEKRETARIS DA BUPATEN GORONTALO,         

    

H 

JAH U. TAYEB 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 7 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO, PROVINSI GORONTALO: (7/30/2018)   
New...   
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PENJELASAN 

PERATURAN YAERAH KABUPATEN GORONTALO 

NOMOR 7 TAHUN 2018 

TENTANG 

RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING 

Il. UMUM 

Sesuai ketentuan Pasa, 15 Undang-Undang Nornor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah 

sepanjang memenuh:. kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang 

Penambahan jenis Recribusi Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan 

Pemerintah. 

Sebagai tindaklanjut terhadap ketentuan tersebut telah 

diundangkannnya Peraturari Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin 

Mempekerjakan Tenayge Kerja Asing. Peraturan Pemerintah dimaksudkan 

untuk mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada 

Daerah juga untuk mengantisipasi adanya penyerahan fungsi pelayanan dan 

perizinan kepada Dasrah, dan menambah sumber pendapatan bagi 

Pemerintah Daerah aalam ranyka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan 

yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daeran.     Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pernberian perpan'angan IMTA 

oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada 

Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dan Menteri 

yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang 

ditunjuk. Pungutan perpanjangan IMTA sebelumnya merupakan PNBP yang 

yang ada pada Kementerian Tenaga Kerja. Sementara itu, pemilihan 

Retribusi Perpanjanger. IMTA dilakukan dengan pertimbangan pemberian 

perpanjangan IMTA sudah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah 

berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

daerah Retribusi Perpanjangan IMTA hanya merupakan pengalihan 

kewenangan. Pungutari Pemerintah. 

Berdasarkan hai-hal yang diuraikan diatas maka dipandang verlu 

membentukan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin 

Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing. 

II. PASAL DEMI PASAL   
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Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup jelas 

Pasal 3 

Cukup jelas 

Pasai 4 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jeias 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 7 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Cukup jelas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jelas 

Pasal 12 

Cukup jelas 

Pasal 13 

Cukup jelas 

Pasal 14 

Cukup jelas 

Pasal 15 

Cukup jelas 

Pasal 16 

Cukup jelas 

Pasal 17 

Cukup jelas 

Pasal 18 

Cukup jelas  
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Cukup jelas 

Pasal 20 

Cukup jelas 

Pasal 21 

Cukup jelas 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO NOMOR 

 


